Menimbang :

Mengingat

BUPATI PULAU TALIABU

PERATURAN BUPATI PULAU TALIABU
NOMOR 6.a TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGELOLAAN
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

BUPATI PULAU TALIABU,
a. bahwa pajak daeréh merupakan salah satu sumber pendapatan

daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan
~ daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta
mewujudkan kemandirian daerah;
‘:b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati Pulau Taliabu tentang

;'petunjuk' teknis pelaksanaan pengelolaan pajak mineral bukan

g logam dan batuan Daerah Kabupaten Pulau Taliabu.

: 1 . Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara
. Pidana {Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan

" Lembaran Negara Nomor 3209);

2. Undang—Undahg Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan
Negara Yang Bersih Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

- (Lembaran ' Negara Republik Indonesis Tahun 1999 Nomor 7 5,

~ Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 385 1);

3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

| - sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
- 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

‘Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

-~ Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

34.'Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

‘Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

: 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5049);
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Menetapkan

5.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor 5234); |

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2013 tentang - Pembentukan
Kabupaten Pulau Taliabu di Provinsi Maluku Utara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 21, Tambahan

‘Lembaran Negara Républik Indonesia 5399);
. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

- Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara

Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5161);

. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak

Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah

. atau Dibayar Sendiri_ oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara

: Republik Indonesia Nomor 5179);

10.

{Pgraturan. Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

:_' pédomari pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana telah diubah

. .dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

11.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53

- Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

- Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara. Republik
" Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

13.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 tentang

. Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan di
- Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Negara
- Republik Indonesia-Tahun 2010 Nomor 28);

14.

Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 1 Tahun 2018
Tentang Pajak Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS
 PELAKSANAAN PENGELQOLAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM
DAN BATUAN



BAB1
KETENTUAN UMUM
_ Pasal 1
Dalam Peraturan Bupat1 ini yang dimaksud dengan
1. Daerah adalah Kabupaten Pulau Taliabu;

2. Bupati adalah Bupati Pulau Taliabu;

3. Badan Pendapétan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pulau Taliabu;
4. Kepala Badan adalah Kepata Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Pulau Taliabu;
5.Badan adalah sekumpulan orang », dan/atau modal yang merupakan kesatuan,
baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi
perseroan tei'batas, perseroan koinanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik
Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam
. bentuk apé.pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,
. perktimpulah,‘ yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau
. organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan _lainnya termasuk kontrak
investasi kolektif dan bentuk usaha tetap; _

6. Pajak Mlneral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan
mineral bukén logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan /atau
permukaan bumi untuk dimanfaatkan;

7. Mineral Bukan Logam dan Bafuan adalah mineral bukan logam dan batuan
sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral
dan batubara ,

8. Subjek PaJak adalah orang pribadi é.tau Badan yang dapat dikenakan pajak;

‘. Wajjb Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak,
pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban

perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah;

10. Masa Pajak adalah jangka Waktu. 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain
yang'diaf:urfdengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang
menjadi daSar- Vbagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan
pajak yang terutang,

11. Tahun Pa_]ak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender kecuali
bila Wa_]lb pa_]ak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun
kalender; , .

12. Pajak yang fferutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam
masa pajak; dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan

ketentuan pératuran perundang-undangan perpajakan daerah;




13. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data

14.

15.

16.
5 ‘7.
18.
19.

20.

21.

22,

objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai
keg;atan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya;
Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selan_]utnya disingkat SPTPD adalah
surat yang oleh wajib pajak dlgunakan untuk melaporkan penghitungan
dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau
harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah

Surat Setoxféri Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti
pembayarari atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan
formulir atau.telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat
pembayaran yéng.ditunjuk oleh Bupati;

Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat
ketetapan pajék yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang;
Surat Ketetépan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB
adalah surét ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak,
junﬂah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya
sanksi admiiiistratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar;

Surat Ketetapan Pajak Daerah  Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya
disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan
atas Jumlah paJak yang telah ditetapkan;

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah
surat ketefapah pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya
dengari jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumiah kelebihan pembayaran
pajak karena jumlah kredit pajak 1eb1h besar daripada paJak yang terutang atau
seharusnya udak terutang;

Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk
melakukan taglhan pajak dan/atau sanks1 administratif berupa bunga dan/atau
denda, ‘

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan
kesalahan fertulis, kesalahan hitung dan/atau kekelirﬁan dalam penerapan
ketentuan tétentu dalam peraturan perundan-undangan perpajakan daerah yang
tedapat dalém Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketefapan Pajak Daerah
Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat
Ketetapan: Pé.jak Daerah Nihit, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat
Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan

Keberatan, '



23.

24.

25.

26.

27.

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap
Surat Ketetapan Pa_]ak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar,
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kiuirang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak
Daerah Nihil, - Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar atau terhadap
pemotongaﬁ atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan Wajib Pajak;
Putusan Bandlng adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap
Surat Keputusan Keberatan yang dlajukan oleh Wajib Pajak;

Pembukuan . adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur
untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta,
kewajiban, i'nodal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan
penyer.ahan»barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan '
berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut;
Pemenksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data,
keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional
berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk mengu_]l kepatuhan pemenuhan
kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan
ketentuan Pcraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah;

Penyidikan tlndak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian
tindakan yajng dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan
bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan

daerah serta menemukan tersangkanya.

BAB II
NAMA, OBJEK, SUBJEK, DAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

Setiap kegiatan pengambilan mineral bukan logarri dan batuan dipungut pajak

engan nama Pajalc Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Pasal 3

1) Objek PaJak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan

Mineral Bukan Logam dan Batuan' yang meliputi:
a. Batu Kah 'Gunung

Batu belah 10-15 cm

Batu belah 7-10 cm

Batu belah 5-7 cm

Batu bélah 3-5cm

Batu belah 2-3cm

Batu beiah' 1-2 cm

. Batu belah 0,5-1 cm
Krikil untuk beton

I I A

[,
.

j.- Sirtu



~

f’I‘imburjah pilihan pasir urug |

—
.

Timbunan biasa tanah urug '

m. Pasir Kasar
n. Pasir halus
o. Kaolin
p. Granlt/ Andesit
2) Termasuk Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan adalah kegiatan
pengolahan mineral bukan logam dan bantuan yang belum dlpungut pajak
mineral bukan logam dan bantuan yang dibuktikan dengan menunjukkan bukti
pembayaran pajak pada saat pengambilan;
3) Dikecualikah dari objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana
- dimaksud pada ayat (1) adalah:
a. kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang nyata-nyata
| tidak dirnanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah |
untuk .keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik /telepon,
. penanaman kabetl listrik/ teiepon, penanaman pipa air/gas; dan
b. kegiatan fpengambilan mineral bukan logam dan batuan yang merupakan
ikutan dar1 kegiatan pertambangan lainnya, yang tldak d1manfaatkan secara
komer31a1
Pasal 4
1) Subjek PaJak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau
Badan yang dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan.
2) Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pnbad1 atau Badan

- yang mengambll mineral bukan logam dan batuan.

_ BAB III
@ DASAR PENGENAAN, TARIF, DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK
: | Pasal 5
1) Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual
Hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan;
2) 'Nilai jual Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan
volume/tonase hasil pengambilan dengan harga standar masing-masing jenis

mineral bukan logam dan batuan yang di tetapkan oleh Keputusan Bupati.

_ A Pasal 6 : .
Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 25% {dua puluh
lima persen).

Pasal 7



Besaran pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dihitung
dengan cara mengahkan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan
dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dengan rumus

sebagai berikut : Besarnya pajak = Volume x harga standar x 25%.

BAB IV
WILAYAH PEMUNGUTAN..
Pasal 8

Pajak Daerah yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan atau
pengolahan bahan galian bukan logam dan batuan.

BAB V
MASA PAJAK DAN SAAT TERUTANGNYA PAJAK
' Pasal 9

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim.

Pasal 10

.3a3ak yang terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pengambilan mineral

bukan logam dan bantuan.

1)
2)

R
2)

3)

4)

BAB VI
PEMUNGUTAN DAN PENETAPAN PAJAK
Bagian Kesatu
Surat Pemberitahuan Pajak Daerah
. Pasal 11
Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD; .
SPTPD sebagaimana dimaksud_ pada ayat (1), harus diisi derigan jelas benar dan
lengkap seﬁtai ditanda tangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya disertai dengan
lampiran-lainpiran yang diperlukan; |
SPTPD dlbuat dalam rangkap 2 (dua), 1 (satu) lembar untuk wajib pajak 1 (satu)
lembar untuk Badan Pengelolaan dan Aset Daerah Kabupaten Pulau Taliabu.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemungutan
. : Pasal 12 |

Pemungutaﬁ Pajak dilarang diborongkan;
Setiap Wajib Pajak wajib menyelesaikan pajak yang terutang berdasarkan Surat
Ketetapan Pajak; o
Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban Perpajakan berdasarkan Surat Ketetapan
Pajak Daerah (SKPD) dibayar dengan menggunakan surat setoran Pajak Daerah
(SSPD) atau dokumen lain yang dipersamakan;
Dokumen 1a1n yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa

karcis atau _nota perhitungan;




5) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan
menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan /atau SKPDKBT.

Pasal 13
1) Tata cara pemungutan pajak dilakukan sebagai berikut:

a. sistem pelaporan;

b. sistem TOL/pemungutan di jalan; dan

c. sistem Wajib Pungut (WAPU).

2) Sistem peléi)ofan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah sebagai
berikut:

a. wajib pajék mengisi ‘SPTPD ; » '

b. wajib pajak membayar sendiri SPTPD yang akan digunakan sebagai dasar
pengenaan pajak yang terutang ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah;

c. berdasarkan SPTPD. Badan Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah

. | menetapkan SKPD untuk dilakukan pembayaran pada kantor Kas Daerah
| sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; ‘

d. ‘ba'gi' Wajjb pajak yang tidak mengisi SPTPD, maka Kepala Badan dapat
menetapkan besarnya pajak yang terutang secara jabatan;idan |

e. wajib pajak .sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 eiyat (2) melakukan
pembayaran berdasarkan ketentuan sebagaimana dunaksud huruf a, huruf b,

~ hurufc, dan huruf d.

3) Slstem TOL. sebagalmana d1maksud pada ayat (1) huruf b, adalah sebagai
berikut: L
a. Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak di lokasi penambangan bahan
' galian nﬁneral bukan logam dan batuan dan diberikan bukti pembayaran
. oleh petugds yang ditunjuk oleh Kepala Badan;

‘, ~ b. Tanda bukt1 pembayaran disampaikan kepada pembeli atau pengangkut
sebagai | bukti pembayaran pajak untuk ditunjukkan kepada petugas
pemungut di jalan (system TOL); '

c. Apabila pembeh atau pengangkut tidak dapat menunjukkan tanda bukti
pembayar dlmaksud,. maka pembeli atau pengangkut merupakan wajib pajak

~ dan dipufngut pajak pada saat itu; :

d. petugas pernungut di jalan akan memberikan tanda/paraf pada tanda bukti
pembayaran pajak yang ditunjukkan oleh pembeli atau pengangkut sebagai
bentuk mon1tonng, dan

e. tempat pemungutan pajak sistem TOL ditetapkan d1 semua wilayah
Kabupaten Pulau Tahabu

3) Slstem wajib pungut (WAPU) sebagaimana dunaksud pada ayat (1) huruf c,
adalah sebagai berikut:



a. dllakukan Badan Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Kabupaten Pulau
Taliabu;

b. dllakukan kepada wajib pajak yang mendapatkan pekerjaan pemborongan
berupa pekerjaan fisik di Kabupaten Pulau Tallabu,

c. setiap rekanan/kontraktor yang mendapatkan proyek fisik di lingkungan
kabupaten Pulau Taliabu wajib melunasi Pajak Bahan Mineral Bukan Logam
dan Batuan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Rekanan/kontraktor diwajibkan menyampaikan kontrak ke Badan
Pendapatan Pengelolaan Kéuangan dan Aset Daerah untuk di hitung
besarnya Kewajiban Pajak atas Penggunaan Bahan Mineral Bukan Logam

* dan Batuan;
2 ’Talnda bukti pembayaran/pelunasan berupa SKPD,SKPDKB, STTS dan
~ atau fdokumen lain yang dipersamakan menjadi salah satu syarat dalam
' proses pencairan anggaran terhadap proyek/kegiatan dimaksud;
3. Pemegang Kas Daerah Kabupaten Pulau. Taliabu wajib melakukan
| . . pemotongan Pajak yang telah ditetapkan oleh Kepala Badan Pendapatan
Pengeldlaian Keuangan dan Aset Daerah melalui Surat Perintah. Pencairan
Dana. (SP2Dj;

4. Pemegang Kas daerah selaku pemotong, wajib melaporkan besarnya pajak
yang telah dipotong melalui lampiran Surat Perintah _Pencalran dana

(SP2D) dimaksud. |
Pasal 14
1) Dalam Jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala

Badan dapat menerbitkan:

a. SKPDKB dalam hal: . _ }

. | 1. j_ikar bérdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang
’ terutgng tidak atau kurang dibayar;

2. jika SPTPD tidak disampaikan kepada Kepala Badan dalam jangka waktu
tertentﬁ dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada
Waktuﬁya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; atau

3. jika kewajlban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, paJak yang terutang dihitung
secara Jabatan

b. SKPDKBT _]ika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum

terungkai) yang ményebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang; dan

c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit

' pajék atéu pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. (2) Jumlah

.‘ kekﬁrangén pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi administratif berupa
bunga se;besar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang



2)

4)

dibayar atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua

puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi adrmmstratlf berupa
kenaikan 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut
Kenaikan sebagmmana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan Jjika wajib pajak
melaporkaii sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan;
Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar
25% (dua "pul.uh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif
berupa butiga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang
dibayar atau terlambat dibayar ﬁntuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh
empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Pasal 15

‘Bentuk, isi dan tata cara pengisiaﬁ SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan,
. SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan

Bupati ini.
Bagian Ketiga
Surat Tagihan Pajak Daerah
Pasal 16
1) Kepala Badan dapat menerbitkan STPD jika:

3)

1)

a. pajak dalam tahun bexjalan tidak atau kurang dibayar;

b. dari hasﬂ penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagal akibat

~ salah tu11s dan/atau salah hitung; dan '

c. wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan /atau denda.
Jumiah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud
pada ayat ('1‘) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administrasi berupa
bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 15
(lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak;

SKPD yang tidak atau kurang d1bayar setelah jatuh tempo pembayaran
dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan
dan ditagih melalui STPD.

BAB VII
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN
: Pasal 17
Kepala Ba(ian menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran
pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat
terutangnya pajak;



2) SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat
Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak
yang hanis- dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus

dilunasi dalam jangka waktu pahng lama 1 (satu) bulan sejak tanggal
d1terb1tkan

3) Kepala Badan atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang

d1tentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk

mengangsur ‘atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga

sebesar 2%5 (dua persen) sebulan.

" Pasal 18

Tata cara pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran diatur sebagai berikut:

a.

.b.

Wajib Pajak melakukan. pembayaran pajak ke tempat pembayaran yang
ditetapkan atau kepada Bendahara Penerima Badan Pendapatan dan
Péngelolaan Aset Daerah Kabupaten Pulau Taliabu;

apabila pembayaran oleh Wapb Pajak disetor ke Bank yang ditetapkan, bukti
pembayaran pajak dlsampalkan /ditembuskan ke Bendahara Penerima Badan
Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Kabupaten Pulau Taliabu; dan

. apabila pembayaran oleh Wajib Pajak dilakukan ke Bendahara Penerima

Badan Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Kabupaten Pulau Taliabu,
dalam jéﬁgka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam bendahara
penerimai wajib menyetorkan ke kas daerah sesuai peraturan perundang-
undangaxj yang berlaku.

“'Pasal 19

Wajib paJak dapat menga_]ukan permohonan untuk mengangsur atau penundaan

pembayaran pa_]ak dengan ketentuan sebaga1 berikut:

a.

permohonan disampaikan secara tertulis kepada Kepala Badan dengan alasan
yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan;

berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Badan

- melakukan penelitian kepada Wajib Pajak;

selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan
sebagalmana dlmaksud pada huruf a, Kepala Badan harus memberikan

jawaban kepada Wajib Pajak;

. apabila setelah lewat waktu sebagaimana dlmaksud huruf ¢, Kepala Badan

. tidak memberikan Jawaba.n maka permohonan dlanggap dikabulkan; dan

apabila permohonan dikabulkan, maka Wajib Pajak harus memenuhi

angsuran pajak atau membayar pajak sesuai dgngan ketetapan Kepala Badan.

Pasal 20

1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat

Keputusan 'Pefnbetula.n, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang



2)

1)

2)

3)

4)

5)

6)

1)

2

t1dak atau kurang d1bayar oleh Wa_]lb Pajak pada waktunya ditagih dengan Surat
Paksa;

Penagihan 'pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan
perundangundangan yang berlaku.

| BAB VI
KEBERATAN DAN BANDING
o Pasal 21
Waj’iAbAPajak‘da'pat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Badan atas
suatu: o |
a. SKPD;
b. SKPDKB;
c. SKPDKBT;
d. SKPDLB;
‘e. SKPDN; dan
f. pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan

peraturan perundang—undangan perpajakan daerah.

Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan dlserta1

. alasan—alasan yang jelas;

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak
tanggal sufat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu
itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;

Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit
sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak;

Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ayat (2), :ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan
sehingga tJdak dipertimbangkan;

Tanda penérimaan surat keberatan yang diberikan oieh Kepala Badan atau
tanda pengmman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukt1

penenmaan surat keberatan.

Pasal 22
Kepala Badan - dalam Jangka waktu pahng lama 12 (dua belas) bulan, sejak

- tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan

yang diajukan; |
Keputusan Kepala Badan atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya

atau seba‘giain, menolak atau menambah besarnya pajak yang terutang;



3)

1)

2)

3)

‘)

2)

3)

4)

5)

1)

»

Apablla Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan
Kepala Badan tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan
tersebut d1anggap dikabulkan.

' Pasal 23
Wajib PaJak dapat menga_]ukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan
Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Kepala
Badan;
Permohonan banding sebagaimé:ha dimaksud pada ayat (1) diajukan secara
tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3
(tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan
keberatan tersebut;
Pengajuan fpermohonan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak
sampai dengah 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

| Pasal 24
Jika.. pengajilian keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau
seluruhnya: kelebihan pembayaran pajak dikefnbalikan dengan ditambah

imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua

puluh empat) bulan;

Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan
pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB; :
Dalam hal keberatan Wajib Pajak-ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak

dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari

jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang

telah d1bayar sebelum menga_]ukan keberatan;

Dalam hal Wajib PaJak mengajukan permohonan bandmg, sanksi administratif
berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) tidak dikenakan;

Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak
dikenai ‘san:ksiv administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari
jumlah pajé_tk berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran
pajak yang felah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

* BAB IX
PENGURANGAN DAN KERINGANAN PAJAK
- Pasal 25
Kepala Badan’ berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan

pengurangan dan keringanan pajak;

2) Tata cara pembeﬁan pengurangan dan keringanan pajak diatur sebagai berikut:



a. permohonan pengurangan atau keringanan pajak disampaikan secara tertulis
dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Badan dengan alasan yang jelas dan
dapat dlpertanggunawabkan,

b. bérdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala
Badan melakukan analisa kelayakan permohonan pengurangan atau
kennganan pajak;

c. apabila alas_an permohonan péngurangan atau keringanan pajak dikabulkan,
maka Képala Badan menerbitkan surat keputusan pengurangan pajak;

d. apabila 'per_mohonan pengurangan atau keringanan pajak ditolak, Kepala
Badan | harus memberitahukan kepada Wajib Pajak disertai alasan

, penolakahnya; dan

e. Keputusén pemberian pengurangan atau keringanan pajak harus
disampaikan kepada Wajib Pajak paling lambat 1 (satu) bulan kerja sejak
tanggal permohonan diterima.

d) Pemberian pengurangan atau keringanan pajak, setinggi-tingginya sampai
dengan 25% (dua puluh lima persen).
: BAB X
PEMBETULAN PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN
- ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF '
" Pasal 26 | ‘

1) Atas permohonan Wa_]lb Pajak atau karena jabatannya, Kepala Badan dapat
membetulkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang
dalam pengrbltannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung
dan /atau kekeliruan peherapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-
undangan f)érpajakan daerah.

.) Kepala Badén dapat: .

a. menguraingkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga,
denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-
undangah perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena
kekhilafah Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;.

b. mehgurangkan atau membatalkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD,
SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar; |

c. mehgurahgkan atau membatalkan STPD;

d. membaté_lkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan
atau ditéfbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentlikan; dan

€. mengurdngkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan

. kemampuan membaya.r Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak.

3) ‘Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan
atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur
sebagai benkut



1)

2)

3)

4)

S)

a. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia
kepada Kepala Badan, dengan alasan yang jelas;

b. berdasarkan permohonan s'ebaga.imaria dimaksud pada huruf a, Kepala
Badan melakukan pengkajian dan penelitian;

C. keputuSan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi,
pengurangén atau pembatalan ketetapan pajak ditetapkan oleh Kepala
Badan;

d. paling lambat 1 (satu) bulan setelah menerima permohonan sebagaimana
d1maksud huruf a, Kepala Badan harus memberikan keputusan dikabulkan

. atau d1tolak

e. apabila setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud huruf d,
Kepala - Badan belum memberikan keputusan, maka permohonan
sebagaimana dimaksud huruf a dianggap dikabulkan; dan

f. Kepala Badan menyampaikan laporan kepada Bupati terhadap keputusan
pémberian | pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi,

pengurahgan atau pembatalan ketetapan pajak.

BAB XI .
KEDALUWARSA PENAGIHAN PAJAK
“-Pasal 27

Hak untuk melakukan penaglhan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui

waktu 5 (hma) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila

Wajib PaJak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;

Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh

apabila: : :

a. d1terb1tkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; dan/atau

b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak
langsung

Dalam hal d1terb1tkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagalmana dimaksud

pada ayat: (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal

penyampalan Surat Paksa tersebut;

Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf b adalah Wajib. Pajak:‘dengan kesadarannya menyatakan masih

mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah

Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dlmaksud pada ayat (2)

huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan

pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
B Pasal 28

‘1) Piutang pajak. yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan

penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan;



.

2) Bupati menetapkan keputusa_n penghapusan piutang pajak yang sudah
kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1});

3) Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa diatur sebagai
berikut: '

a. Kepala Bé.dan menyampaikan laporan kepada Bupati piutang pajak yang

i sudah kedaluwarsa;

b. berdasgrkan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Bupati
m¢nerbi&m keputusan penghapusan piutang pajak yang sudah
kedaluwérsa; dan

c. Kepala Badan memberitahukan keputusan penghapusan piutang pajak yang
kedaluWarsa kepada Wajib Pajak dan perangkat daerah lain yang terkait.

BAB X
PEMERIKSAAN
Pasal 29

‘) Kepala Badah melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban E_perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan
perundang-undangan perpajakargv daerah;

2) Wajib Pajak;yang diperiksa Wajibf
a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang
menjadiidaSamya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak
Yang teriitang; _
b. membérikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang
dlanggap pertu dan membenkan bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
dan/atau -

c. membenkan keterangan yang diperlukan.

BAB X1l

INSENTIF PEMUNGUTAN

3 Pasal 30 ‘

1) Badan Pendapatan Péngelolaén Keuangan dan Aset Daerah selaku perangkat
daerah yang melaksanakan tugas pemungutan pajak' diberikan insentif atas
dasar pencépaian kinerja tertentu;

2) Pemberian insentif sebagalmana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

3) Pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dlmaksud pada ayat (1)

- ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai peraturan perundang-undangan

yang berlaku




_ , . BAB XIV _
PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN
" S | Pasal 31
1) Pelaksanaan, pemberdayaan, ﬁéhgawasan dan pengendalian Pajak Mineral
Bukan Logam'dan Batuan ditugaskan kepada Badan Pendapatan Pengelolaan
Keuanagn dan Aset Daerah Kabupaten Pulau Taliabu ; ‘
2) Dalam melaksanakan tugasnya Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah Kabupaten Pulau Taliabu dapat bekerja sama dengan perangkat
daerah atau lembaga lain yang terkait.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
- Pasal 32
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
.‘d dengan peﬁempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulau Taliabu.

Ditetapkan di Bobong
pada tanggal 04 Juli 2018

-

.
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Diundangkan di Bobong
Pada tanggal 04 Juli 2018
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